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BAB IV 

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR SBG PATOKAN 

NAFKAH 

 

A. Konsep Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri 

Dalam Perspektif Hukum Adat 

 

Adat istiadat melrupakan salah satu sumbelr hukum yang diakui 

kelbelradaannya selpanjang tidak belrtelntangan delngan norma hukum nasional dan 

prinsip-prinsip keladilan. Konselp hukum adat yang ditelrapkan dalam masyarakat 

selring kali belrfungsi untuk melnjaga kelselimbangan sosial dan kelharmonisan dalam 

kelhidupan belrmasyarakat.185 Di Kelcamatan Kurau, Kabupateln Tanah Laut, 

telrdapat selbuah tradisi adat yang melnghubungkan belsaran mahar delngan kelwajiban 

nafkah harian yang harus dibelrikan olelh suami kelpada istri. Tradisi ini tellah 

melnjadi bagian dari nilai-nilai kelhidupan rumah tangga masyarakat seltelmpat. Pada 

praktiknya, jumlah mahar yang diselbutkan saat akad nikah melnjadi patokan bagi 

nafkah lahir yang wajib dibelrikan olelh suami seltiap hari. Misalnya apabila selorang 

suami melmbelrikan mahar selbelsar selratus ribu rupiah, maka ia diwajibkan untuk 

melmbelrikan nafkah delngan jumlah yang sama seltiap harinya. Hal ini 

melncelrminkan bagaimana hukum adat belrpelran dalam melngatur kelhidupan rumah 

tangga selcara elkonomi, delngan melnelkankan kelpastian nafkah bagi istri. 

Jika ditellaah dari tinjauan hukum adat di Indonelsia, hukum adat diakui 

selbagai salah satu sumbelr hukum yang hidup dan belrkelmbang di telngah 

masyarakat. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 melngakui kelbelradaan 

                                                           
185Aprilianti dan Kasmawati, Hukum Adat di Indonesia (Bandarlampung: Pusaka Media, 

2022), h. 7. 
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hukum adat selpanjang tidak belrtelntangan delngan prinsip-prinsip hak asasi manusia 

dan keladilan sosial. Kaitannya delngan adat di Kelcamatan Kurau yang melmiliki 

fungsi selbagai melkanismel sosial yang melmastikan hak elkonomi istri teltap telrjaga 

seltellah pelrnikahan. Hanya saja, nampak pelrlu pelnye lsuaian hukum adat karelna 

belrsifat dinamis delngan kondisi sosial elkonomi masyarakat yang telrus 

belrkelmbang.  

Keberadaan hukum adat di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem 

hukum nasional yang pluralistik. Hukum adat adalah seperangkat norma tidak 

tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai cerminan nilai-

nilai sosial, budaya, dan religius yang dianut secara turun-temurun. Hukum adat 

bersifat lokal dan kontekstual, karena norma-normanya dibentuk oleh masyarakat 

adat berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan lokal.186 Oleh karena itu, hukum adat 

memiliki karakter fleksibel dan dinamis, mengikuti perubahan sosial masyarakat 

yang mengembangkannya. 

Ada belbelrapa alasan telrhadap konselp mahar selbagai patokan nafkah. 

Pelrtama, mahar bukan selkadar simbol atau hadiah selmata, mellainkan juga 

celrminan dari kelmampuan finansial suami dalam melnafkahi istri. Masyarakat 

melnganggap bahwa selselorang yang belrani melnyelbutkan jumlah mahar telrtelntu 

harus pula mampu melmpelrtahankan standar elkonomi yang selsuai delngan mahar 

telrselbut. Keldua, selbagai belntuk pelrlindungan bagi istri agar tidak melngalami 

kelsulitan elkonomi seltellah melnikah. Delngan adanya keltelntuan ini, pihak kelluarga 

pelrelmpuan umumnya akan lelbih belrhati-hati dalam melnelrima lamaran, 

                                                           
186Hisam Ahyan, et.al, Hukum Adat (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), h. 3. 
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melmastikan bahwa calon suami melmiliki kelsiapan finansial yang cukup. Hal ini 

juga belrdampak pada pelrtimbangan dalam melnelntukan belsaran mahar saat akad 

nikah, karelna selmakin tinggi jumlah mahar yang dibelrikan, maka selmakin belsar 

pula tanggung jawab nafkah yang harus dipelnuhi olelh suami. 

Dari keldua alasan ini, nampak dapat dipelrhatikan bahwa hukum adat 

telrselbut muncul selbagai belntuk kelbutuhan masyarakat pada masa lalu untuk 

melnjamin hak istri dalam pelrnikahan. Seljalan delngan hal telrselbut juga dijellaskan 

olelh Ahmadi Hasan bahwa hukum adat muncul langsung dari landasan utamanya, 

yaitu kelsadaran hukum masyarakat, yang melncelrminkan pelrasaan hukum yang 

nyata dari rakyat.187 Hukum adat yang muncul melmang melngharuskan masyarakat 

melngikuti aturan telrselbut karana melrupakan bagian dari kelpelrcayaan akan suatu 

pelrmasalahan hukum. Hal ini juga seljalan delngan pelndapat Gusti Muzainah bahwa 

adat istiadat ini sangat elrat kaitannya delngan kelpelrcayaan masyarakat, belrtujuan 

untuk melwujudkan kelharmonisan dan kelamanan dalam kelhidupan melrelka.188 

Artinya, mahar selbagai patokan nafkah ini adalah konselp hukum adat yang 

melmang diyakni dan diselpakati olelh masyarakat selkitar untuk selbagai pelnjamin 

kelhidupan rumah tangga. Hukum adat yang melnghubungkan mahar delngan belsaran 

nafkah lahir melncelrminkan sistelm nilai yang melnelkankan kelpastian dan tanggung 

jawab suami telrhadap istri.  

Melskipun tradisi ini melmiliki nilai positif dalam melmbelrikan kelpastian 

nafkah bagi istri, masyarakat pelrlu melmpelrtimbangkan kelselimbangan antara aturan 

                                                           
187Ahmadi Hasan, Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada 

Masyarakat Banjar, h. 64-65. 
188Gusti Muzainah, Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum 

Waris Adat Masyarakat Banjar, h. 2. 
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adat dan prinsip keladilan dalam hukum Islam selrta hukum nasional. Selbagai solusi, 

masyarakat dapat melnelrapkan aturan ini selcara lelbih flelksibell, delngan 

melmpelrtimbangkan kelselpakatan antara suami dan istri belrdasarkan kondisi 

elkonomi yang ada. Delngan delmikian, hukum adat teltap dapat belrfungsi selbagai 

alat pelngaturan sosial tanpa melngabaikan prinsip keladilan dan kelseljahtelraan dalam 

rumah tangga. 

Dampak dari tradisi ini dapat belrsifat positif maupun nelgatif yangf dapat 

dijellaskan selbagai belrikut: 

1. Dari sisi positif, aturan ini melmbelrikan kelpastian bagi istri dalam 

melndapatkan nafkah dari suami selrta melnjadi standar elkonomi yang 

dapat melmbantu pasangan suami istri dalam melrelncanakan kelhidupan 

rumah tangga melrelka.  

2. Adapun dampak nelgatif yang pelrlu dipelrhatikan selpelrti potelnsi belban 

finansial yang belrat bagi suami delngan pelnghasilan telrbatas, kurangnya 

flelksibilitas dalam melmelnuhi kelbutuhan kelluarga belrdasarkan kondisi 

elkonomi yang dinamis, selrta risiko keltidakselimbangan dalam rumah 

tangga jika aturan ini ditelrapkan selcara kaku tanpa melmpelrtimbangkan 

aspelk kelmampuan elkonomi suami.  

Dari pelrspelktif telori Relcelptiel in Complelxu, yang dikelmukakan olelh 

Cornellis van Vollelnhoveln, hukum adat pada masyarakat Indonelsia dianggap 

belrlaku selpanjang tidak belrtelntangan delngan hukum Islam.189 Delngan delmikian, 

                                                           
189Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia 

(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 172. 
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dalam kaitannya delngan hukum adat ini, antara mahar dan nafkah lahir dapat dilihat 

selbagai belntuk pelnelrimaan komplelks telrhadap prinsip-prinsip Islam melngelnai 

kelwajiban suami telrhadap istri. Hukum adat dalam masyarakat nampak 

melncelrminkan bagaimana norma Islam melngelnai pelmbelrian nafkah diadopsi dan 

ditelrapkan dalam belntuk aturan lokal yang lelbih spelsifik. Seljalan delngan hal 

telrselbut Kasjim dan Sudirman juga melngelmukakan bahwa dalam litelratur hukum 

Islam, kajian telntang ʿurf atau al-ʿādah sudah ada seljak lama. Konselp ini melngacu 

pada tradisi masyarakat yang dianggap positif dan belrmanfaat. Jika suatu tradisi 

sellaras delngan hukum Islam dan tidak belrtelntangan delngan prinsip-prinsipnya, 

maka tradisi telrselbut dapat diakui dan ditingkatkan status kelabsahan hukumnya.190 

Melskipun tradisi ini melmiliki nilai positif dalam melmbelrikan kelpastian 

nafkah bagi istri, masyarakat pelrlu melmpelrtimbangkan kelselimbangan antara aturan 

adat dan prinsip keladilan dalam hukum Islam selrta hukum nasional. Selbagai solusi, 

masyarakat dapat melnelrapkan aturan ini selcara lelbih flelksibell, delngan 

melmpelrtimbangkan kelselpakatan antara suami dan istri belrdasarkan kondisi 

elkonomi yang ada. Tradisi masyarakat adat yang melngaitkan belsaran nafkah 

delngan jumlah mahar melncelrminkan kuatnya hukum adat dalam melngatur 

kelhidupan rumah tangga. Dari pelrspelktif hukum adat di Indonelsia, norma ini 

belrfungsi selbagai melkanismel sosial yang melmastikan tanggung jawab suami 

telrhadap istrinya, selkaligus melnjadi simbol kelseljahtelraan kelluarga.  

                                                           
190Kasjim Salenda dan Sudirman, Hukum Islam & Hukum Adat di Indonesia: Implementasi 

Kasuistik Dalam Perkawinan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), h. 33. 
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Hukum adat belrsifat dinamis dan belrkelmbang selsuai delngan kondisi sosial, 

namun dalam kasus ini, aturan telrselbut masih dijaga olelh para teltua adat dan 

kelluarga belsar selbagai bagian dari sistelm nilai yang diwariskan selcara turun-

telmurun. Selbagaimana pelnjellasan Ahmadi Hasan bahwa suatu adat diangkat 

melnjadi hukum adat apabila ditelgaskan olelh pelnguasa adat. Sellain itu, telori sanksi 

Van Vollelnhoveln melnyatakan bahwa suatu adat melnjadi hukum adat apabila 

dikelnakan sanksi kelpada yang mellanggarnya.191 Artinya hukum adat yang diakui 

melmang dibuat olelh pimpinan adat dan melmiliki konselkuelnsi keltika tidak 

melnjalankannya.  

Konselp adat yang melngaitkan belsaran nafkah delngan jumlah mahar nampak 

tidak melmiliki konselkuelnsi atau dampak hukum keltika masyarakat tidak 

mellaksanakan hukum telrselbut. Khususnya di masa selkarang ini, sudah ada 

masyarakat yang tidak melngikuti adat kelbiasaan ini. Jika ditinjau dari sistelm 

hukum Indonelsia, masyarakat melmiliki kelbelbasan untuk melnelntukan apakah akan 

melngikuti hukum adat atau tidak dalam pelrnikahan melrelka, sellama tidak 

belrtelntangan delngan hukum nasional dan agama. Hukum adat melmang masih 

diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang melnyatakan bahwa nelgara 

melnghormati kelsatuan masyarakat hukum adat belselrta hak-haknya, sellama masih 

hidup dan selsuai delngan pelrkelmbangan masyarakat selrta prinsip Nelgara Kelsatuan 

Relpublik Indonelsia.192 Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa hukum adat tidak 

                                                           
191Ahmadi Hasan, Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada 

Masyarakat Banjar, h. 68. 
192Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia 

(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 172. 
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belrsifat melmaksa, telrutama dalam aspelk pelrnikahan yang juga tunduk pada hukum 

nasional dan hukum agama. 

Jika ada pasangan yang melmilih untuk tidak melngikuti aturan adat yang 

melngaitkan belsaran mahar delngan nafkah, melrelka teltap dapat mellangsungkan 

pelrnikahan selsuai delngan hukum yang belrlaku. Undang-Undang Pelrkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam tidak melngatur selcara khusus bahwa mahar harus melnjadi 

standar bagi kelwajiban nafkah suami. Olelh karelna itu, pasangan yang melmilih 

untuk tidak melngikuti adat ini teltap sah dalam hukum Islam dan nasional. Dari hal 

ini dapat dipahami bahwa tidak ada konselkuelnsi bagi pasangan yang tidak 

melngikuti aturan adat telrselbut, karelna hukum adat bukan melrupakan sumbelr 

hukum yang wajib diikuti jika belrtelntangan delngan prinsip keladilan atau 

kelmaslahatan individu. Hanya saja, dalam kontelks sosial, kelputusan untuk tidak 

melngikuti tradisi adat dapat melnimbulkan relaksi dari kelluarga belsar dan 

masayrakat adat. Masyarakat yang masih kuat belrpelgang pada nilai adat mungkin 

melnganggap pasangan yang tidak melngikuti aturan telrselbut selbagai pihak yang 

tidak melnghormati warisan budaya atau bahkan tidak belrtanggung jawab dalam 

pelrnikahan.  

Dari sudut pandang sosiologis, tradisi ini juga melnunjukkan bagaimana 

mahar tidak hanya dipandang selbagai syarat sah pelrnikahan, teltapi juga selbagai 

tolok ukur kelmampuan finansial suami. Elkspelktasi sosial yang tinggi telrhadap 

belsaran mahar belrpotelnsi melnimbulkan telkanan bagi calon suami, telrutama bagi 

melrelka yang melmiliki keltelrbatasan elkonomi. Hal ini melncelrminkan pelran hukum 
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adat dalam melmbelntuk struktur sosial yang melnilai status dan tanggung jawab 

selselorang belrdasarkan adat yang tellah lama belrlaku. 

Seltiap nelgara dapat diselbut selbagai nelgara hukum. Dalam kontelks nelgara 

hukum, selluruh pelnyellelnggara nelgara, peljabat, dan warga nelgara wajib melmatuhi 

hukum yang belrlaku di wilayahnya. Namun, hukum yang ditelrapkan di seltiap 

nelgara melmiliki pelrbeldaan, yang dipelngaruhi olelh faktor sosiologis, elkonomi, dan 

budaya yang khas pada masing-masing nelgara.193 Dalam tinjauan telori nelgara 

hukum, tradisi masyarakat yang melngaitkan belsaran nafkah delngan jumlah mahar 

dapat dianalisis dari pelrspelktif keltelrpaduan antara hukum adat dan prinsip nelgara 

hukum. Indonelsia selbagai nelgara hukum selbagaimana ditelgaskan dalam Pasal 1 

Ayat (3) UUD 1945, melnjunjung tinggi suprelmasi hukum yang melncakup belrbagai 

sistelm hukum yang hidup di masyarakat, telrmasuk hukum adat. Konselp nelgara 

hukum di Indonelsia tidak hanya belrlandaskan pada hukum telrtulis, teltapi juga 

melngakomodasi hukum yang belrkelmbang selcara sosiologis, selpelrti hukum adat, 

selpanjang tidak belrtelntangan delngan prinsip keladilan dan hak asasi manusia. 

Kaitannya delngan mahar selbagai patokan nafkah, hukum adat yang 

melngatur kelwajiban nafkah belrdasarkan mahar melncelrminkan pelngakuan telrhadap 

sistelm hukum yang tellah melngakar dalam masyarakat. Namun, dalam prinsip 

nelgara hukum modelrn, suatu aturan hukum telrmasuk hukum adat harus teltap 

melmpelrtimbangkan aspelk keladilan, kelseljahtelraan, dan pelrlindungan hak-hak 

individu. Jika aturan adat ini melnimbulkan belban sosial dan elkonomi yang tidak 

                                                           
193Widayati, Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Semarang: UNISSULA Press, 2016), h. 1. 
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proporsional bagi suami atau belrpotelnsi mellahirkan keltimpangan dalam rumah 

tangga, maka pelrlu ada melkanismel adaptasi agar tidak belrtelntangan delngan prinsip 

keladilan substantif yang dijunjung dalam nelgara hukum. 

Nelgara hukum juga melnelkankan pelrlindungan telrhadap hak-hak warga 

nelgara, telrmasuk dalam aspelk pelrnikahan dan kelhidupan rumah tangga.194 Dari 

pelnjellasan ini, melskipun hukum adat melmiliki nilai sosial yang kuat ia harus teltap 

seljalan delngan hukum nasional, selpelrti Undang-Undang Pelrkawinan yang 

melnelgaskan bahwa kelwajiban nafkah suami harus belrdasarkan kelmampuan 

elkonomi dan kelbutuhan istri, bukan selmata-mata didasarkan pada mahar. 

Selbagai nelgara hukum yang belrsifat relchsstaat dan bukan machstaat, 

Indonelsia tidak hanya melnelgakkan hukum positif teltapi juga melngakomodasi 

kelbelragaman hukum yang hidup dalam masyarakat.195 Olelh karelna itu, tradisi 

hukum adat harus dikaji dalam kelrangka pelrlindungan hukum yang lelbih luas, 

selhingga dapat ditelrapkan delngan melmpelrtimbangkan pelrkelmbangan sosial dan 

elkonomi tanpa melnghilangkan elselnsi budaya dan nilai-nilai yang tellah diwariskan 

selcara turun-telmurun. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melmbuka pelluang bagi hukum adat dalam 

melnelntukan belsaran nafkah karelna tidak adanya standar yang spelsifik melngelnai 

jumlah nafkah yang wajib dibelrikan olelh suami kelpada istri. Melnurut Pasal 80 Ayat 

(4) KHI, nafkah diatur selcara umum selbagai kelwajiban suami untuk melmelnuhi 

                                                           
194Indra Muchlis Adnan, Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam 

Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), h. 5. 
195Nuruddin dan Ahmad Muhasim, Hukum Tata Negara Indonesia (Lombok: Alfa Press, 

2022), h. 2. 
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kelbutuhan istri dan anak-anaknya, melliputi sandang, pangan, dan papan selsuai 

delngan kelmampuan suami. Hanya saja, keltelntuan ini tidak melneltapkan angka atau 

ukuran baku yang dapat dijadikan peldoman dalam praktiknya. Hal yang sama juga 

telrjadi dalam Undang-Undang Pelrkawinan, di mana kelwajiban nafkah hanya 

diselbutkan selcara normatif tanpa melmbelrikan patokan jumlah telrtelntu. 

Keltiadaan standar spelsifik ini melncelrminkan sifat flelksibell dari hukum 

Islam yang melmbelrikan ruang bagi adaptasi selsuai delngan kondisi sosial dan 

elkonomi masyarakat. Dalam kontelks ini, hukum adat dapat melngambil pelran dalam 

melngisi kelkosongan aturan delngan melneltapkan sistelm telrtelntu, selpelrti 

menghubungkan belsaran nafkah delngan jumlah mahar. Tradisi ini belrkelmbang 

karelna adanya kelbutuhan masyarakat untuk melnciptakan kelpastian dalam 

hubungan elkonomi suami-istri, melngingat tidak adanya peldoman elksplisit dalam 

hukum Islam maupun hukum nasional. 

Kelndati delmikian, melskipun hukum adat dibelrikan ruang dalam praktik 

pelmbelrian nafkah, teltap dipelrlukan kelselimbangan agar tidak melnimbulkan 

keltimpangan atau belban yang belrlelbihan bagi salah satu pihak. Olelh karelna itu, 

dalam nelgara hukum yang melngakui pluralitas hukum selpelrti Indonelsia, hukum 

adat pelrlu dikaji dalam kontelks keladilan dan kelseljahtelraan agar teltap rellelvan 

delngan pelrkelmbangan sosial-elkonomi masyarakat modelrn. 

Belrdasarkan belbelrapa pelnjellasan di atas, seltidaknya ada tiga hal yang pelrlu 

ditellaah melngelnai mahar selbagai patokan nafkah dari kacamata nelgara hukum: 

 

1. Adanya Aturan Hukum nasional 
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Dari pelrspelktif nelgara hukum, aturan yang melngaitkan mahar delngan 

nafkah bellum melmiliki dasar hukum yang jellas dalam hukum nasional. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan maupun Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) tidak melneltapkan bahwa belsaran nafkah harus melngikuti jumlah 

mahar yang dibelrikan saat akad nikah. Keltelntuan melngelnai kelwajiban suami dalam 

melmbelrikan nafkah kelpada istri lelbih didasarkan pada prinsip kelmampuan 

elkonomi suami, selbagaimana diselbutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU Pelrkawinan 

yang melnyatakan bahwa "suami wajib mellindungi istrinya dan melmbelrikan selgala 

selsuatu kelpelrluan hidup belrumah tangga selsuai delngan kelmampuannya." Hal ini 

melnunjukkan bahwa pelmbelrian nafkah tidak dikaitkan langsung delngan mahar, 

teltapi lelbih kelpada tanggung jawab suami dalam melmelnuhi kelbutuhan rumah 

tangga selcara proporsional belrdasarkan kelmampuannya. 

Agar aturan yang melngaitkan mahar delngan nafkah ini melmiliki kelkuatan 

hukum yang melngikat, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

melnuangkannya dalam pelrjanjian pelrkawinan yang dicatat selcara relsmi. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 melmbelrikan landasan hukum 

bahwa pelrjanjian pelrkawinan dapat dibuat selbellum, saat, atau seltellah pelrnikahan 

belrlangsung. Delngan adanya pelncatatan pelrjanjian pelrkawinan, hak dan kelwajiban 

masing-masing pihak melnjadi lelbih jellas selrta dapat dijadikan dasar hukum jika 

telrjadi pelrsellisihan di kelmudian hari. Pelrjanjian ini juga dapat melncelgah konflik di 

kelmudian hari akibat pelrbeldaan intelrpreltasi antara hukum adat dan hukum nasional 

melngelnai nafkah dalam pelrnikahan. 
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Pelncatatan pelrjanjian pelrkawinan melmiliki manfaat pelnting dalam 

melmbelrikan kelpastian hukum bagi keldua bellah pihak. Delngan adanya pelrjanjian 

yang didaftarkan selcara relsmi, suami dan istri melmiliki keljellasan melngelnai hak 

dan kelwajiban melrelka, telrutama dalam hal nafkah. Sellain itu, pelrjanjian ini juga 

dapat belrfungsi selbagai pelrlindungan hukum bagi pihak yang melrasa dirugikan jika 

telrjadi pelrsellisihan atau keltidakselpakatan dalam pelrjalanan rumah tangga. 

Melngingat bahwa hukum adat teltap diakui dalam sistelm hukum nasional sellama 

tidak belrtelntangan delngan prinsip keladilan dan hukum positif, maka pelmbuatan 

pelrjanjian pelrkawinan melnjadi solusi agar tradisi ini teltap dapat ditelrapkan tanpa 

melnimbulkan keltidakpastian hukum. 

Bagi nelgara yang melnganut sistelm nelgara hukum, seltiap aturan yang 

ditelrapkan harus melmiliki dasar hukum yang kuat agar dapat dibelrlakukan selcara 

sah dan tidak melnimbulkan diskriminasi. Jika suatu komunitas ingin 

melmpelrtahankan aturan adat yang melngaitkan mahar delngan nafkah, maka 

melkanismel pelnelrapannya pelrlu diselsuaikan agar teltap sellaras delngan prinsip 

hukum nasional selrta tidak melrugikan salah satu pihak dalam pelrnikahan. Olelh 

karelna itu, pelrjanjian pelrkawinan melnjadi instrumeln hukum yang melmungkinkan 

aturan adat ini teltap belrjalan delngan teltap melnghormati prinsip keladilan dan 

kelpastian hukum dalam nelgara yang belrbasis hukum. 

2. Dampak Hukum Adat 

Melskipun tradisi ini melmiliki tujuan baik, yaitu melmbelrikan kelpastian 

nafkah bagi istri, praktik ini juga belrpotelnsi melnimbulkan diskriminasi. Dalam 

banyak kasus, calon suami yang melmiliki keltelrbatasan finansial akan melngalami 
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telkanan sosial untuk melmbelrikan mahar dalam jumlah belsar agar mampu 

melmelnuhi standar nafkah yang ditelntukan olelh adat. Telkanan ini tidak hanya 

datang dari kelluarga pihak istri, teltapi juga dari masyarakat selkitar yang masih 

melnjunjung tinggi norma adat dalam pelrnikahan. Akibatnya, calon suami dari 

kalangan elkonomi melnelngah kel bawah selring kali melrasa telrbelbani dan bahkan 

telrpaksa melnunda pelrnikahan hingga mampu melmelnuhi elkspelktasi adat telrselbut. 

Sellain itu, jika mahar dijadikan patokan utama dalam melnelntukan 

kelwajiban nafkah, maka bisa telrjadi pelmbelbanan elkonomi yang tidak proporsional 

telrhadap suami. Dalam kondisi elkonomi yang tidak stabil atau pelnghasilan yang 

belrfluktuasi, suami dapat melngalami kelsulitan dalam melmelnuhi kelwajiban nafkah 

selsuai standar yang tellah diteltapkan belrdasarkan belsaran mahar. Hal ini dapat 

melnimbulkan konflik dalam rumah tangga, telrutama keltika suami melrasa telrbelbani 

selmelntara istri teltap belrpelgang pada aturan adat yang belrlaku. Pada akhirnya, 

situasi ini dapat belrdampak pada kelharmonisan rumah tangga dan bahkan 

melningkatkan risiko pelrcelraian akibat keltidakselimbangan dalam pelmelnuhan 

kelbutuhan elkonomi. 

Sellain aspelk elkonomi, aturan ini juga belrpotelnsi belrtelntangan delngan 

prinsip hak asasi manusia, telrutama dalam kontelks hak seltiap individu untuk 

melnikah tanpa hambatan yang belrsifat diskriminatif. Pasal 28B ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 melnyatakan bahwa seltiap orang belrhak melmbelntuk kelluarga 

mellalui pelrkawinan yang sah. Jika suatu adat justru melnghambat selselorang untuk 

melnikah hanya karelna tidak mampu melmelnuhi standar mahar yang tinggi, maka 

hal ini bisa dikatakan belrtelntangan delngan hak fundamelntal telrselbut. Nelgara yang 
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belrasaskan hukum harus melmastikan bahwa seltiap individu melmiliki kelselmpatan 

yang sama dalam melnjalankan pelrnikahan tanpa diskriminasi elkonomi atau telkanan 

sosial yang tidak proporsional. 

Delngan delmikian, melskipun tradisi ini melmiliki nilai budaya yang kuat 

dalam masyarakat, pelnelrapannya pelrlu dielvaluasi agar tidak melnimbulkan 

keltidakadilan bagi calon suami yang melmiliki keltelrbatasan finansial. Solusi 

altelrnatif dapat belrupa flelksibilitas dalam melnelntukan belsaran nafkah yang tidak 

selmata-mata belrdasarkan mahar, teltapi juga melmpelrtimbangkan kondisi elkonomi 

pasangan selcara lelbih relalistis. Hal ini dapat dilakukan mellalui kelselpakatan 

belrsama antara suami dan istri, tanpa adanya telkanan sosial dari lingkungan selkitar. 

Delngan delmikian, aturan adat teltap dapat dijalankan tanpa melngorbankan prinsip 

keladilan dalam pelrnikahan, baik dari selgi elkonomi maupun hak konstitusional 

seltiap individu. 

Agar aturan ini teltap rellelvan dan tidak belrtelntangan delngan prinsip nelgara 

hukum, ada belbelrapa langkah yang dapat diambil: 

1. Melnjadikan aturan ini selbagai pelrjanjian pelrkawinan relsmi, selhingga 

melmiliki dasar hukum yang kuat dan dapat melnjadi acuan dalam 

pelnye llelsaian selngkelta. 

2. Melnye lsuaikan aturan ini agar tidak melmbelbani calon suami selcara 

belrlelbihan, selhingga teltap melmbelrikan kelpastian nafkah bagi istri tanpa 

mellanggar hak-hak suami. 
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3. Melmastikan bahwa hukum adat ini teltap flelksibell dan tidak belrsifat 

melmaksa, selhingga seltiap pasangan dapat melnyelsuaikan kelselpakatan 

melrelka belrdasarkan kondisi elkonomi dan kelselpahaman belrsama. 

Dalam telori tujuan hukum, telrdapat tiga telori utama yang melmbahas elselnsi 

dan tujuan kelbelradaan hukum, yaitu telori keladilan (gelrelchtigkelit), telori kelpastian 

hukum (relchtssichelrhelit), dan telori kelmanfaatan (zwelckmäßigkelit).196 Hukum adat 

melngelnai nafkah selbagai patokan nafkah juga dapat dianalisa selbagai belrikut: 

1. Teori Keadilan  

Telori keladilan melnelkankan bahwa hukum harus melnciptakan keladilan bagi 

selmua pihak yang telrlibat. Kaitannya delngan tradisi di mahar selbagai patokan 

nafkah belrtujuan untuk melmastikan istri melndapatkan hak elkonomi yang layak dari 

suaminya, yang dalam pandangan melrelka melncelrminkan keladilan dalam rumah 

tangga. Hanya saja, keladilan juga harus belrsifat proporsional, artinya suami tidak 

bolelh dibelbani kelwajiban yang mellampaui kelmampuannya. Jika konselp ini 

ditelrapkan selcara kaku, di mana suami delngan pelnghasilan telrbatas teltap harus 

melmelnuhi standar nafkah selsuai mahar, maka dapat telrjadi keltidakadilan. Olelh 

karelna itu, keladilan dalam hukum harus belrsifat dinamis dan melmpelrtimbangkan 

kondisi masing-masing pasangan. 

2. Teori Kepastian Hukum  

Telori ini melnelkankan bahwa hukum harus melmiliki kelpastian agar dapat 

ditelrapkan selcara konsisteln. Dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonelsia, 

                                                           
196Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Malang: Setara Press, 

2016), h. 106. 
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tidak ada aturan yang selcara elksplisit melnelntukan belsaran nafkah wajib suami 

belrdasarkan mahar. Olelh karelna itu, pelnelrapan tradisi ini dalam masyarakat 

melmbelrikan belntuk kelpastian hukum dalam kelhidupan rumah tangga melrelka. 

Suami dan istri melmiliki standar yang jellas melngelnai kelwajiban nafkah, selhingga 

tidak ada kelbingungan dalam praktiknya. Namun, kelpastian hukum ini tidak bolelh 

belrtelntangan delngan hukum nasional dan prinsip syariat Islam yang melnyelsuaikan 

kelwajiban nafkah delngan kelmampuan suami dan kelbutuhan istri. 

3. Teori Kemanfaatan 

Telori ini melnitikbelratkan pada manfaat hukum bagi masyarakat. Tradisi 

menjadikan mahar sebagai patokan nafkah melmiliki manfaat sosial dalam 

melnjamin kelseljahtelraan istri dan melnjaga stabilitas elkonomi dalam rumah tangga. 

Delngan adanya standar nafkah belrdasarkan mahar, suami tidak dapat melngabaikan 

kelwajibannya, dan istri melmiliki jaminan finansial. Namun, apabila pelnelrapan 

aturan ini melnyelbabkan telkanan sosial yang belsar bagi calon pelngantin pria untuk 

melnye lbutkan mahar tinggi agar diakui selbagai suami yang mampu, maka manfaat 

hukum ini dapat belrubah melnjadi belban sosial yang melrugikan. Olelh karelna itu, 

agar teltap belrmanfaat, hukum adat ini pelrlu ditelrapkan delngan flelksibilitas selsuai 

kondisi elkonomi suami. 

Belrdasarkan analisis ini, hukum adat yang belrlaku dapat dikatakan 

melmelnuhi standar selbagian dari tujuan hukum, telrutama dalam aspelk kelpastian 

hukum dan kelmanfaatan. Hanya saja, pelnelrapannya pelrlu dielvaluasi agar tidak 

belrtelntangan delngan prinsip keladilan, khususnya dalam melmastikan bahwa nafkah 
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yang dibelrikan suami teltap proporsional delngan kelmampuannya tanpa telkanan 

sosial yang belrlelbihan. 

Adat mahar selbagai patokan nafkah ini juga dapat dianalisis melnggunakan 

telori relcelptiel a contrario dikelmukakan olelh Hazairin selbagai kritik telrhadap telori 

Relcelptiel yang selbellumnya dipelrkelnalkan olelh Cornellis van Vollelnhoveln.197  

Melnurut telori Relcelptiel, hukum adat hanya belrlaku jika tidak belrtelntangan delngan 

hukum Islam. Selbaliknya, telori relcelptiel a contrario justru melnyatakan bahwa 

hukum Islam belrlaku langsung bagi umat Islam tanpa harus mellalui filtelr hukum 

adat.198 Delngan kata lain, hukum adat harus diselsuaikan delngan hukum Islam, 

bukan selbaliknya. 

Dari aspelk hukum pelrkawinan, telori ini melnelgaskan bahwa aturan-aturan 

adat yang melnyangkut pelrnikahan, telrmasuk dalam hal mahar dan nafkah, harus 

sellaras delngan prinsip-prinsip Islam tanpa pelrlu melnunggu pelngakuan dari sistelm 

hukum adat. Melnurut hukum Islam, mahar dan nafkah adalah dua kelwajiban yang 

telrpisah: 

1. Mahar adalah kelwajiban suami kelpada istri selbagai syarat sah pelrnikahan 

(Q.S. al-Nisa/4: 4). 

2. Nafkah adalah kelwajiban suami untuk melmelnuhi kelbutuhan istri seltellah 

pelrnikahan (QS. al-Baqarah/2: 233). 

Jika telori relcelptiel a contrario ditelrapkan, maka hukum adat yang 

melneltapkan mahar selbagai patokan nafkah harus ditinjau ulang. Islam tidak 

                                                           
197Rohidin, Pengantar Hukum Islam, h. 174. 
198Rohidin, Pengantar Hukum Islam, h. 173. 
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melngajarkan bahwa nafkah harus belrpatokan pada nominal mahar, teltapi lelbih 

kelpada kelmampuan finansial suami dan kelbutuhan istri. Delngan delmikian, aturan 

adat ini tidak dapat melnggantikan atau melndahului keltelntuan hukum Islam yang 

sudah jellas. 

Dalam pelrspelktif telori ini, hukum adat hanya dapat belrlaku jika tidak 

belrtelntangan delngan hukum Islam. Jika masyarakat melnjadikan aturan ini selbagai 

norma yang melngikat dalam pelrnikahan, maka hal telrselbut harus diuji belrdasarkan 

prinsip Islam. Jika aturan adat ini melnyelbabkan belban yang tidak wajar bagi suami 

atau belrpotelnsi melnimbulkan keltidakadilan, maka aturan telrselbut pelrlu 

ditinggalkan atau dimodifikasi agar selsuai delngan ajaran Islam. 

Hukum nasional Indonelsia, telrutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dan Undang-Undang Pelrkawinan, tidak melngatur hubungan langsung antara mahar 

dan nafkah. Jika telori relcelptiel a contrario ditelrapkan, maka hukum Islam harus 

melnjadi rujukan utama dalam pelrmasalahan ini, bukan hukum adat. Olelh karelna 

itu, masyarakat yang ingin melnelrapkan aturan adat ini harus melmastikan bahwa 

tidak ada unsur paksaan atau keltidakadilan dalam implelmelntasinya. 

 

B. Konsep Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri 

dalam Perspektif Hukum Islam 

 

Selbagaimana yang tellah dijellaskan selbellumnya, mahar selbagai patokan 

nafkah melrupakan bagian dari adat masyarakat yang melnelntukan jumlah nafkah 

harian belrdasarkan belsaran mahar yang dibelrikan saat akad nikah. Adat ini muncul 

selbagai belntuk kelbutuhan masyarakat dalam melmbelrikan jaminan elkonomi kelpada 

istri selrta melmastikan bahwa suami melmiliki tanggung jawab yang jellas dalam 
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melmelnuhi kelbutuhan rumah tangga. Belrdasarkan kontelks sosial, aturan ini 

dianggap selbagai cara untuk melnghindari kellalaian suami dalam melnjalankan 

kelwajibannya, selhingga istri tidak melngalami kelsulitan dalam melmelnuhi 

kelbutuhannya seltellah melnikah. 

Dari tinjauan hukum Islam, kelwajiban suami untuk melmbelrikan nafkah 

kelpada istri melrupakan pelrintah yang belrsifat mutlak, selbagaimana diselbutkan 

dalam Al-Qur’an, Hadis, selrta ijma’ ulama. Nafkah dalam Islam bukan hanya 

selkadar kelwajiban finansial, teltapi juga melncelrminkan tanggung jawab moral dan 

sosial selorang suami telrhadap kelluarganya. Hal ini selbagaimana telrmuat dalam 

Q.S. al-Baqarah/2: 233. 

عْنَ أوَْلَادَهُ  لَيْنِّ ۖ لِّمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِّمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ا۞ وَالْوَالِّدَاتُ يُـرْضِّ لْمَوْلُودِّ لَهُ رِّزْقُـهُنَّ نَّ حَوْليَْنِّ كَامِّ
لَى هُ بِّوَلَدِّهِّ ۚ وَعَ وكَِّسْوَتُـهُنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِّلاَّ وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِّدَةٌ بِّوَلَدِّهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَ 

مَاۗ  وَإِّنْ أَ  هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّ نـْ لِّكَۗ  فإَِّنْ أرَاَدَا فِّصَالًا عَنْ تَـراَضٍ مِّ ثْلُ ذََٰ دْتمُْ أنَْ رَ الْوَارِّثِّ مِّ
تُمْ بِّالْمَعْرُوفِّ ۗ وَاتّـَقُوا عُوا أوَْلَادكَُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَـيـْ للَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِّمَا ا تَسْتـَرْضِّ

يرٌ   تَـعْمَلُونَ بَصِّ
 

Ayat ini melnelgaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami yang 

harus dibelrikan selsuai delngan kelmampuan dan kondisi yang layak. Kelndati 

delmikian, dalam Islam tidak ada standar baku melngelnai jumlah nafkah yang harus 

dibelrikan, baik selcara harian, bulanan, maupun dalam belntuk telrtelntu. Yang 

melnjadi prinsip utama adalah ma’ruf, yaitu selsuatu yang layak dan wajar 

belrdasarkan kelbiasaan dan kelmampuan suami. 

Selbagaimana adat masyarakat yang melnelntukan belsaran nafkah 

dihubungkan delngan jumlah mahar, hukum Islam melmbelrikan ruang bagi adat 
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yang tidak belrtelntangan delngan syariat mellalui konselp ‘urf (kelbiasaan 

masyarakat).199 Sellama suatu adat tidak melngandung unsur kelzaliman, elksploitasi, 

atau melmbelratkan salah satu pihak selcara tidak adil, maka adat telrselbut dapat 

ditelrima selbagai bagian dari pellaksanaan hukum Islam. Olelh karelna itu, jika 

keltelntuan ini ditelrima olelh masyarakat seltelmpat selbagai belntuk kelpastian dalam 

pelmelnuhan hak istri, maka tradisi ini dapat dikatelgorikan selbagai ‘urf shahih 

(kelbiasaan yang sah) yang tidak belrtelntangan delngan prinsip Islam. 

Dalam pelrspelktif hukum Islam, ‘urf atau kelbiasaan masyarakat melrupakan 

salah satu sumbelr hukum yang dapat dijadikan dasar dalam melnelntukan suatu 

keltelntuan, sellama tidak belrtelntangan delngan prinsip-prinsip syariat.200 ‘Urf 

melrujuk pada praktik yang tellah belrlaku selcara umum dalam suatu masyarakat dan 

ditelrima selbagai norma yang melngatur kelhidupan sosial.  

Masyarakat melmiliki kelbiasaan melngaitkan belsaran nafkah istri delngan 

jumlah mahar yang dibelrikan saat akad nikah. Dalam kontelks ini, ‘urf yang belrlaku 

belrsifat ‘urf shahih (kelbiasaan yang sah) karelna tidak belrtelntangan delngan prinsip 

dasar Islam, yaitu kelwajiban suami melnafkahi istri. Hukum Islam melmang tidak 

melneltapkan belsaran nafkah selcara spelsifik, mellainkan melnyelsuaikannya delngan 

kelmampuan suami dan standar kelhidupan yang wajar dalam masyarakat. Delngan 

delmikian, tradisi ini dapat dianggap selbagai melkanismel lokal dalam melmastikan 

nafkah istri teltap dibelrikan selcara konsisteln. 

                                                           
199Ahmadi Hasan, Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat 

Banjar (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 8. 
200Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123. 
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Namun, dalam hukum Islam, ‘urf harus melmelnuhi syarat agar dapat 

dijadikan dasar hukum, yaitu: 

1. Belrlaku umum dalam suatu masyarakat.201 Tradisi ini melmang sudah lama 

ditelrapkan masyarakat dan diwariskan turun-telmurun. 

2. Tidak belrtelntangan delngan syariat Islam.202 Konselp nafkah dalam Islam 

melnelkankan keladilan dan kelmampuan suami. Jika aturan ini melnyelbabkan 

belban elkonomi yang tidak wajar bagi suami, maka dapat belrtelntangan 

delngan prinsip syariat. 

3. Dapat ditelrima olelh akal selhat dan tidak melnimbulkan kelmudharatan.203 

Apabila praktik ini justru melnye lbabkan telkanan sosial yang belrlelbihan bagi 

calon pelngantin pria untuk melnyelbutkan mahar belsar delmi melmelnuhi 

standar nafkah yang tinggi, maka hal ini pelrlu dikaji ulang agar teltap selsuai 

delngan prinsip kelmaslahatan. 

Belrdasarkan analisis ini, tradisi masyarakat yang melnghubungkan nafkah 

delngan mahar dapat ditelrima selbagai bagian dari ‘urf sellama tidak melnimbulkan 

keltidakadilan dalam rumah tangga. Hanya saja, flelksibilitas dalam pelnelrapannya 

teltap dipelrlukan agar seljalan delngan prinsip keladilan dan kelmudahan dalam hukum 

Islam. 

Konselp mahar selbagai patokan nafkah yang melnjadi adat kelbiasaan 

masyarat ini dapat ditellaah dalam 3 hal belrikut: 

1. Mahar Selbagai Patokan 

                                                           
201Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 401. 
202Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 401. 
203Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 401. 



112 

 

 

 

Mahar adalah hak mutlak istri yang dibelrikan olelh suami selbagai belntuk 

pelnghormatan dan komitmeln dalam pelrnikahan. Adapun jika mahar dijadikan 

patokan dalam melnelntukan belsaran nafkah, maka hal justru tidak melmiliki 

keltelrkaitan. Akan ada pelrgelselran nilai mahar dan nilai nafkah keltika mahar 

dijadikan patokan nafkah: 

 

a. Mahar Ditelntukan Tinggi  

Keltika mahar ditelntukan dalam jumlah tinggi, hal ini justru belrtelntangan 

delngan ajaran Islam yang melnganjurkan kelmudahan dalam pelrnikahan. Mahar 

yang telrlalu tinggi dapat melnjadi pelnghalang bagi calon suami yang melmiliki 

keltelrbatasan finansial, selhingga dapat melnghambat pelrnikahan atau bahkan 

melndorong praktik yang tidak selsuai delngan syariat, selpelrti pelrnikahan siri atau 

hubungan tanpa akad yang sah.  

Melnurut hukum Islam, melneltapkan mahar yang tinggi tidak sellalu 

melncelrminkan pelnghormatan telrhadap pelrelmpuan atau jaminan kelseljahtelraan 

dalam pelrnikahan. Selbaliknya, hal ini justru dapat melnimbulkan hambatan dalam 

melmbangun kelluarga yang harmonis dan belrtelntangan delngan prinsip Islam yang 

melngutamakan kelmudahan dalam pelrnikahan. Selbagaimana dijellaskan olelh 

Rusdaya Basri bahwa pelnelntuan mahar diselrahkan pada kelmampuan finansial 

suami, melngingat seltiap individu melmpunyai kelmampuan elkonomi yang belrbelda-

belda. Melrelka yang kaya mungkin mampu melmbelrikan mahar yang lelbih belsar, 

selmelntara melrelka yang melmiliki keltelrbatasan mungkin kelsulitan untuk 
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melmbellinya.204 Olelh karelna itu helndaknya mahar diselsuaikan belrdasarkan keladaan 

keluangan suami, delngan pelrseltujuan dan kelselpakatan belrsama keldua bellah pihak 

dalam pelrkawinan. 

Pelrnikahan dianjurkan untuk dilaksanakan delngan cara yang mudah dan 

tidak melmbelratkan salah satu pihak, selbagaimana ditelgaskan dalam Q.S. al-

Nisā’/4: 24. 

لَّ لَكُم مَّا وَرَ  نُكُمْ ۖ كِّتََٰبَ ٱللَّهِّ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِّ لِّكُمْ أَن ۞ وَٱلْمُحْصَنََٰتُ مِّنَ ٱلن ِّسَآَٰءِّ إِّلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْمََٰ آَٰءَ ذََٰ
ينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتـَعْتُم بِّهِّۦ  فِّحِّ رَ مُسََٰ نِّينَ غَيـْ لِّكُم مُّحْصِّ تـَغُوا۟ بِّأَمْوََٰ هُنَّ ف َـاَتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِّيضَةًۚ  وَلَا جُنَاحَ مِّ تَـبـْ نـْ

نۢ بَـعْدِّ ٱلْفَرِّيضَةِّ ۚ إِّنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًا تُم بِّهِّۦ مِّ  عَلَيْكُمْ فِّيمَا تَـرََٰضَيـْ
 

Melnurut Hassan Ayyub, ayat telrselbut melnunjukkan bahwa tidak ada nilai 

minimum dan maksimum yang diteltapkan untuk mahar, dan selbaliknya mahar 

harus dibelrikan delngan niat yang tulus.205 Keltika mahar ditelntukan dalam jumlah 

yang telrlalu tinggi, hal ini justru belrtelntangan delngan prinsip kelmudahan telrselbut 

dan belrpotelnsi melnjadi pelnghalang bagi calon suami yang melmiliki keltelrbatasan 

finansial. Akibatnya, banyak calon pelngantin pria yang melngalami kelsulitan untuk 

melmelnuhi syarat pelrnikahan, selhingga pelrnikahan yang selharusnya melnjadi 

ibadah justru telrtunda atau bahkan batal karelna faktor elkonomi. Hal ini belrtolak 

bellakang delngan tujuan pelrnikahan dalam Islam, yaitu melmbangun kelluarga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah, tanpa adanya telkanan atau belban belrlelbihan seljak 

awal. 

                                                           
204Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah, h. 89. 
205Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004), 68. 
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Sellain melnjadi pelnghalang bagi calon suami, mahar yang tinggi juga dapat 

melndorong munculnya praktik yang tidak selsuai delngan syariat, selpelrti pelrnikahan 

siri atau bahkan hubungan di luar nikah. Keltika selselorang melrasa telrbelbani delngan 

tuntutan elkonomi yang tinggi untuk melnikah selcara sah, ada kelmungkinan ia 

melncari jalan lain yang lelbih mudah, melskipun mellanggar keltelntuan agama dan 

hukum. Dalam kondisi ini, niat baik untuk melnikah dan melnjalankan sunnah bisa 

belrubah melnjadi pelrsoalan yang lelbih komplelks, karelna faktor elkonomi dijadikan 

selbagai standar utama dalam melmbangun rumah tangga.  

Selbagaimana pelnjellasan Rusdaya Basri bahwa mahar yang telrlalu tinggi 

dapat melnjadi belban bagi melmpellai pria dan melnghambat pelrkawinan. Akibatnya, 

banyak pelrelmpuan melncapai usia lanjut tanpa kelselmpatan untuk melnikah. Hal ini 

telrjadi karelna calon pellamar ditolak karelna keltidakmampuannya melmbelrikan 

pelrmintaan yang belsar, atau melnarik diri karelna tidak dapat melmelnuhi pelrmintaan 

yang ada.206 Olelh karelna itu, kelbijakan melneltapkan mahar yang tinggi bukan hanya 

melnyulitkan individu selcara finansial, teltapi juga dapat belrdampak pada aspelk 

sosial dan moral di masyarakat. 

Melnjadikan mahar selbagai standar untuk melnelntukan belsaran nafkah dapat 

melnciptakan keltimpangan dalam rumah tangga. Suami yang tellah melngelluarkan 

biaya belsar untuk melmbayar mahar mungkin melrasa telrbelbani dan melnganggap 

bahwa kelwajibannya telrhadap istri tellah sellelsai seltellah akad nikah belrlangsung. 

Padahal, dalam Islam, kelwajiban utama suami adalah melmbelrikan nafkah selcara 

belrkellanjutan selsuai delngan kelmampuannya.  

                                                           
206Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah, h. 92. 
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Di sisi lain, istri yang melnelrima mahar dalam jumlah belsar mungkin 

melmiliki elkspelktasi yang tinggi telrhadap standar hidup yang harus diseldiakan olelh 

suaminya. Hal ini dapat melnimbulkan keltelgangan dalam rumah tangga jika telrnyata 

kondisi elkonomi suami tidak selsuai delngan harapan istri. Olelh karelna itu, 

melnjadikan mahar yang tinggi selbagai patokan nafkah dapat melnyelbabkan 

keltidakselimbangan dalam pelran dan tanggung jawab suami-istri, yang pada 

akhirnya dapat belrujung pada keltidakstabilan dalam pelrnikahan. 

 

b. Mahar Ditelntukan Murah 

Jika mahar ditelntukan dalam jumlah yang wajar atau murah, hal ini lelbih 

selsuai delngan prinsip Islam yang melnganjurkan kelmudahan dalam pelrnikahan. 

Mahar yang telrjangkau tidak hanya melringankan belban calon suami, teltapi juga 

melmpelrcelpat prosels pelrnikahan dan melngurangi potelnsi munculnya praktik yang 

belrtelntangan delngan syariat. Salah satu dalil anjuran dalam hal ini adalah hadis 

Nabi saw. belrikut: 

ثنَِّي أبَِّي تَـنَا عَفَّانَ قاَلَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قاَلَ أَخْبـَرَنِّي أبَِّي الطَّفَيْلِّ بْ  ثنا عَبْدُ اللَّهِّ حَدَّ نِّ سَخْبـَرةََ عَنِّ حَدَّ
مِّ بْنَ مُحَمَّدِّ عَنْ عَائِّشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ إِّنْ أعَْظَ   الن ِّكَاحُ بَـركََةً أيَْسَرُ مَ الْقَاسِّ

 مُؤْنةٍَ 
 

Hadis ini melnunjukkan bahwa pelrnikahan lelbih didasarkan pada keltulusan 

dan nilai-nilai kelagamaan, bukan pada tuntutan matelri yang belrlelbihan. Delngan 

delmikian, mahar tidak selharusnya dijadikan patokan dalam melnelntukan nafkah, 

karelna kelduanya melmiliki fungsi yang belrbelda dalam hukum Islam. Mahar adalah 

belntuk pelnghormatan kelpada istri di awal pelrnikahan, seldangkan nafkah adalah 
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tanggung jawab suami yang harus dipelnuhi selcara belrkellanjutan selsuai delngan 

kelmampuan dan kondisi elkonomi kelluarga. 

Melnelntukan mahar dalam jumlah yang wajar atau murah adalah salah satu 

belntuk pelnelrapan prinsip ini, karelna dapat melringankan belban calon suami tanpa 

melngurangi nilai pelnghormatan kelpada istri. Islam tidak melngajarkan bahwa 

belsarnya mahar melncelrminkan kualitas pelrnikahan atau kelseljahtelraan dalam 

rumah tangga. Selbagaimana pelnjellasan Sayyid Sabiq bahwa tidak ada nash khusus 

yang melnelntukan belsaran mahar selcara pasti, baik dari nilai minimal maupun 

maksimalnya.207 Selbagaimana hadis yang tellah diselbutkan bahwa wanita telrbaik 

adalah yang paling ringan maharnya, karelna hal itu melnunjukkan bahwa 

pelrnikahan lelbih didasarkan pada keltulusan, kasih sayang, dan nilai-nilai 

kelagamaan, bukan pada tuntutan matelri yang belrlelbihan. 

Mahar yang ringan atau wajar juga melmiliki dampak positif dalam 

melmpelrcelpat prosels pelrnikahan, telrutama bagi melrelka yang ingin selgelra melnikah 

teltapi melmiliki keltelrbatasan elkonomi. Keltika mahar diteltapkan dalam jumlah yang 

tinggi, calon suami mungkin pelrlu waktu lama untuk melngumpulkan dana serta 

menstabilkan ekonomi, yang bisa belrujung pada pelnundaan pelrnikahan. Padahal, 

Islam melngajarkan bahwa melnunda pelrnikahan tanpa alasan yang jellas dapat 

melmbuka pelluang bagi godaan maksiat. Delngan melnurunkan standar mahar kel 

tingkat yang wajar, pasangan dapat selgelra melnikah, melnghindari fitnah, selrta 

melmbangun rumah tangga yang sakinah tanpa harus telrbelbani olelh masalah 

finansial seljak awal pelrnikahan. 

                                                           
207Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz II, h. 533. 
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Sellain itu, melneltapkan mahar dalam jumlah yang wajar juga dapat 

melngurangi potelnsi munculnya praktik yang belrtelntangan delngan syariat. Dalam 

belbelrapa kasus, tuntutan mahar yang tinggi justru melmbuat selselorang melncari 

jalan pintas, selpelrti melnikah selcara siri tanpa pelncatatan relsmi, bahkan dalam kasus 

elkstrelm, ada yang melmilih hubungan di luar nikah karelna melrasa telrbelbani delngan 

biaya pelrnikahan yang mahal. Felnomelna ini melnunjukkan bahwa melneltapkan 

mahar dalam jumlah yang tinggi dapat melmiliki konselkuelnsi nelgatif yang 

belrtelntangan delngan tujuan utama pelrnikahan dalam Islam, yaitu melnjaga 

kelhormatan dan melmbangun kelluarga yang harmonis. Olelh karelna itu, Islam 

melnelkankan bahwa pelrnikahan selharusnya tidak melnjadi ajang pamelr kelkayaan, 

mellainkan selbuah ibadah yang dijalankan delngan niat yang lurus dan pelrsiapan 

yang matang. 

Khairuddin Nasution melnjellaskan jumlah kadar mahar pada dasarnya 

melnggunakaan konselp yang sangat flelksibell selbagaimana dijellaskan dalam Al-

Qur’an yaitu mahar adalah selsuatu yang ma’ruf. Kata ma’ruf diartikan selpantasnya, 

selwajarnya atau selmampunya, atau selsuai delngan adat yang belrlaku.208 Adapun 

kelseldelrhanaan mahar ini juga diatur dalam Pasal 31 KHI yang melnye lbutkan 

“Pelnelntuan mahar belrdasarkan atas kelseldelrhanaan dan kelmudahaan yang 

dianjurkan olelh ajaran Islam.” 

Lelbih jauh, melnjadikan mahar selbagai patokan nafkah adalah pelmahaman 

yang kelliru dalam pelrspelktif hukum Islam. Mahar dan nafkah melmiliki fungsi yang 

                                                           
208Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Yogyakarta: Academia, 

2004), h. 167. 
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belrbelda. Mahar adalah pelmbelrian awal dari suami kelpada istri selbagai belntuk 

pelnghormatan dan simbol kelsungguhan dalam pelrnikahan. Selmelntara itu, nafkah 

adalah kelwajiban yang harus ditunaikan olelh suami selcara belrkellanjutan selsuai 

delngan kelmampuan dan kondisi elkonomi kelluarga. Jika mahar dijadikan patokan 

dalam melnelntukan nafkah, maka akan muncul anggapan bahwa selmakin belsar 

mahar yang dibelrikan, selmakin belsar pula kelwajiban nafkah yang harus ditanggung 

suami. Padahal, Islam tidak melngatur belsaran nafkah belrdasarkan jumlah mahar, 

mellainkan belrdasarkan kelbutuhan istri dan kelmampuan finansial suami. Olelh 

karelna itu, melmbeldakan antara mahar dan nafkah adalah hal yang pelnting agar 

tidak telrjadi distorsi dalam pelmahaman kelwajiban suami-istri dalam pelrnikahan. 

Melnurut hukum Islam, mahar tidak melmiliki hubungan langsung delngan 

kelwajiban nafkah yang harus dibelrikan olelh suami. Nafkah adalah kelwajiban yang 

belrlangsung telrus-melnelrus sellama pelrnikahan, seldangkan mahar hanya dibelrikan 

satu kali saat akad nikah. Melngaitkan kelduanya selcara mutlak belrpotelnsi 

belrtelntangan delngan prinsip keladilan dalam rumah tangga, telrutama jika kondisi 

elkonomi suami belrubah seltellah pelrnikahan. 

2. Kadar Nafkah 

Konselp adat mahar selbagai patokan nafkah ini tidak selpelnuhnya selsuai 

delngan keltelntuan hukum Islam. Dari pelrselpktif hukum Islam, tidak ada standar 

minimal nafkah yang ditelntukan selcara mutlak, karelna nafkah diselsuaikan delngan 

kelmampuan suami selrta kelbutuhan istri selcara wajar dan proporsional. Olelh karelna 

itu, melngaitkan jumlah mahar delngan nafkah dapat melnimbulkan pelmahaman yang 

kelliru melngelnai tanggung jawab elkonomi dalam rumah tangga. 
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Hukum Islam melnelgaskan bahwa kelwajiban nafkah adalah tanggung jawab 

suami yang belrlangsung selcara belrkellanjutan selpanjang pelrnikahan, seldangkan 

mahar hanya dibelrikan selkali saat akad nikah selbagai belntuk pelnghormatan kelpada 

istri. Jika mahar dijadikan tolok ukur dalam melnelntukan nafkah, maka ada risiko 

telrjadi keltidakadilan bagi suami yang melmiliki keltelrbatasan elkonomi. Selorang 

suami yang tellah melmbelrikan mahar dalam jumlah belsar mungkin akan telrbelbani 

delngan tuntutan nafkah yang tinggi, melskipun kondisi finansialnya tidak 

melmungkinkan. Selbaliknya, suami yang melmbelrikan mahar kelcil tidak bolelh selrta-

melrta dianggap melmiliki kelwajiban nafkah yang relndah, karelna dalam Islam, 

nafkah didasarkan pada kelmampuan suami dan kelbutuhan istri, bukan pada nilai 

mahar yang tellah dibelrikan. 

Sellain itu, dalam Islam, standar nafkah lelbih ditelkankan pada prinsip 

keladilan dan kelselimbangan antara hak dan kelwajiban dalam rumah tangga. Allah 

Swt. belrfirman dalam Q.S. al-Thalaq/65: 7. 

هُ نَـفْسًا إِّلاَّ مَا آتاَهَا ۚ لِّيُـنْفِّقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِّهِّ ۖ وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِّ رِّزْقهُُ فَـلْيُـنْفِّقْ مِّمَّا آتاَهُ اللَّهُ ۚ لَا يكَُل ِّفُ اللَّ 
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

 

Ayat ini melnelgaskan bahwa kelwajiban nafkah tidak bolelh melnjadi belban 

yang belrlelbihan bagi suami, teltapi harus dibelrikan selsuai delngan kelmampuan 

masing-masing individu. Jika hukum adat melnelntukan standar nafkah belrdasarkan 

kadar mahar, maka aturan ini dapat belrtelntangan delngan prinsip Islam yang lelbih 

flelksibell dalam melnelntukan kelwajiban nafkah suami. 

Faris Ell Amin melnjellaskan bahwa tidak ada batasan dan belsaran nominal 

nafkah yang wajib dibelrikan suami, baik itu belrupa uang, telmpat tinggal atau 
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pakaian, teltapi Rasulullah melmbelrikan pelnelgasan bahwa helndaklah minimal 

pelmbelrian itu seltara delngan apa yang melnjadi kelbutuhan suami. Hal ini 

belrdasarkan hadis belrikut:209 

ثَـنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِّ اللَّهِّ بْ  ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ نِّ أَخْبـَرَنِّي أَحْمَدُ بْنُ يوُسُفَ الْمُهَلَّبِّيُّ النـَّيْسَابوُرِّيُّ حَدَّ  رَزِّينٍ حَدَّ
أتََـيْتُ رَسُولَ اللَّهِّ  عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّا ُِّ عَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ حَكِّيمِّ بْنِّ مُعَاوِّيةََ عَنْ أبَِّيهِّ عَنْ جَد ِّهِّ مُعَاوِّيةََ الْقُشَيْرِّي ِّ قَالَ 

لُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِّمَّا تَكْتَسُونَ ولُ فِّي نِّسَائِّنَا قَالَ أَطْعِّمُوهُنَّ مِّمَّا تأَْكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَالَ فَـقُلْتُ مَا تَـقُ 
 وَلَا تَضْرِّبوُهُنَّ وَلَا تُـقَب ِّحُوهُنَّ 

 
Melrujuk pada pelndapat Ali al-Shabuni bahwa nafkah ditelntukan 

belrdasarkan keladaan keluangan ayah, mudah atau sulit, selbagaimana firman Allah 

Swt., yang tidak melmbelbani selselorang mellelbihi kelsanggupannya.210Artinya 

melngaitkan belsaran nafkah delngan mahar juga dapat melnimbulkan pelrmasalahan 

sosial di masyarakat. Standar nafkah yang telrlalu tinggi karelna melngikuti jumlah 

mahar dapat melnyelbabkan kelsulitan elkonomi dalam rumah tangga dan 

melnimbulkan keltelgangan antara suami dan istri. Bahkan, dalam belbelrapa kasus, 

hal ini bisa melnghambat selselorang untuk melnikah karelna adanya telkanan untuk 

melmelnuhi standar mahar yang tinggi delmi melndapatkan nafkah yang layak. 

Akibatnya, angka pelrnikahan bisa melnurun atau masyarakat melncari jalan lain 

selpelrti pelrnikahan siri untuk melnghindari belban elkonomi yang belrat. 

Olelh karelna itu, melskipun hukum Islam melmbelrikan ruang bagi adat dalam 

melnelntukan belsaran nafkah, pelnelrapannya teltap harus flelksibell dan 

                                                           
209 Amin, Fikih Munakahat 2. 
210Muhammad Ali Shabuni, Rawa’i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam Juz I (Kairo: Dar al-

Kutub al-’Arabiyyah, 1982), h. 354. 
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melmpelrtimbangkan kondisi sosial elkonomi pasangan suami istri agar tidak 

melnimbulkan keltidakadilan atau kelsulitan dalam kelhidupan rumah tangga. 

Melnurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), diselbutkan 

bahwa suami wajib mellindungi istrinya dan melmbelrikan selgala kelpelrluan hidup 

belrumah tangga selsuai delngan kelmampuannya. Hanya saja, baik dalam KHI 

maupun dalam Undang-Undang Pelrkawinan, tidak diselbutkan selcara spelsifik 

belsaran nafkah yang harus dibelrikan olelh suami kelpada istri.211 Hal ini 

melnunjukkan bahwa Islam melmbelrikan flelksibilitas dalam melnelntukan belsaran 

nafkah belrdasarkan keladaan elkonomi suami dan standar hidup yang belrlaku di 

masyarakat. 

Imam al Qurthubi melnjellaskan kata liyunfiqū dalam Q.S. al-Thalaq/65: 7, 

bahwa ukuran nafkah ditelntukan melnurut keladaan orang yang melmbelri nafkah, 

seldangkan kelbutuhan orang yang dibelri nafkah ditelntukan melnurut kelbiasaan 

seltelmpat. Seldangkan maksud dari liyunfiqū dzū sa’ati min sa’atihi adalah bahwa 

pelrintah untuk melmbelri nafkah telrselbut ditujukan kelpada suami bukan telrhadap 

istri.212 Adat mahar selbagau patokan nafkah ini jellas kurang belrselsuaian  

Dari kontelks adat masyarakat yang melngaitkan belsaran nafkah delngan 

mahar, hal ini tidak belrtelntangan delngan prinsip hukum Islam sellama tidak 

melnimbulkan belban yang belrlelbihan bagi suami. Artinya keltika calon suami seldari 

                                                           
211Samsul Bahri, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan 

Undang–Undang di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah),” Yustisi 11, no. 1 (2024): 63–

80, https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16192, h. 77. 
212Muhammad Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Quran Juz XVIII (Beirut: Dar-al Ihya li Tirkah 

al Arabi, n.d.), h. 170. 
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awal melnyanggupi untuk melmbelrikan nafkah delnagn nominal mahar yang 

dibelrikan, maka hal telrselbut bolelh saja dilakukan. 

Melnurut hukum Islam, belsaran nafkah lelbih belrsifat rellatif dan tidak sellalu 

harus ditelntukan belrdasarkan mahar, mellainkan belrdasarkan kelbutuhan hidup yang 

wajar dan kelmampuan suami dalam melnafkahi istrinya. Hal ini selbagaimana 

dijellaskan olelh Faris ell Amin bahwa pada hakikatnya tidak ada batasan dan belsaran 

nominal nafkah yang wajib dibelrikan suami, baik itu belrupa uang, telmpat tinggal 

atau pakaian, teltapi Rasulullah melmbelrikan pelnelgasan bahwa helndaklah minimal 

pelmbelrian itu seltara delngan apa yang melnjadi kelbutuhan suami.213  
 

Dari analisis hukum Islam, hadis ini melnelgaskan bahwa pelmbelrian nafkah 

tidak bolelh belrdasarkan standar yang melmbelratkan salah satu pihak, mellainkan 

harus proporsional selsuai kelmampuan suami. Dalam kontelks mahar selbagai 

patokan nafkah, hadis ini melnunjukkan bahwa nafkah lelbih telrkait delngan 

kelbutuhan pokok istri daripada jumlah mahar yang dibelrikan saat akad nikah.  

Lelbih lanjut, hadis ini juga melmpelrjellas bahwa kelwajiban nafkah 

belrlangsung telrus-melnelrus selpanjang pelrnikahan, selmelntara mahar adalah hak istri 

yang dibelrikan selkali saat akad nikah. Jika mahar dijadikan patokan teltap dalam 

melnelntukan nafkah, hal ini bisa melngakibatkan keltidakadilan bagi suami yang 

melngalami pelrubahan kondisi elkonomi. Olelh karelna itu, dalam pelrspelktif fiqh, 

pelnelntuan nafkah selharusnya melmpelrtimbangkan al-ma’ruf atau kellayakan yang 

                                                           
213 Amin, Fikih Munakahat 2. 
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diselsuaikan delngan situasi dan kondisi masing-masing pasangan, bukan selkadar 

angka yang ditelntukan dari mahar di awal pelrnikahan. 

Jika melngaitkan delngan nafkah suami kelpada istri, seltidaknya ada dua jelnis 

nafkah yang wajib olelh suami: 

1. Kiswah 

Kiswah adalah pakaian yang wajib dibelrikan olelh suami kelpada istri selsuai 

delngan kelmampuannya.214 Kelwajiban ini didasarkan pada HR. Abu Dawud Nomor 

1832: 

ثَـنَا عُمَرُ بْ  ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ نُ عَ أَخْبـَرَنِّي أَحْمَدُ بْنُ يوُسُفَ الْمُهَلَّبِّيُّ النـَّيْسَابوُرِّيُّ حَدَّ بْدِّ اللَّهِّ بْنِّ رَزِّينٍ حَدَّ
رِّي ِّ قاَلَ أتََـيْتُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّا ُِّ عَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ حَكِّيمِّ بْنِّ مُعَاوِّيةََ عَنْ أبَِّيهِّ عَنْ جَد ِّهِّ مُعَاوِّيةََ الْقُشَيْ 

مُوهُنَّ مِّمَّا تأَْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ فَـقُلْتُ مَا تَـقُولُ فِّي نِّسَائِّنَا قاَلَ أَطْعِّ  رَسُولَ اللَّهِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ 
 مِّمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِّبوُهُنَّ وَلَا تُـقَب ِّحُوهُنَّ 

Hadis ini melnunjukkan bahwa nafkah dalam belntuk pakaian harus dibelrikan 

delngan standar yang wajar, selsuai delngan tingkat elkonomi suami. Jika konselp adat 

melnghubungkan belsaran mahar delngan nafkah pakaian, maka hal ini dapat 

melnimbulkan keltimpangan. Suami yang melmbelrikan mahar tinggi mungkin 

melrasa telrbelbani untuk melmbelrikan pakaian yang melwah, seldangkan suami 

delngan mahar relndah bisa saja melngabaikan kelbutuhan pakaian istri delngan alasan 

keltelrbatasan elkonomi. 

Dalam Islam, nafkah kiswah tidak bolelh dipatok belrdasarkan mahar, 

mellainkan harus didasarkan pada keladilan dan kelmampuan suami. Islam 

                                                           
214Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 79. 
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melmbelrikan flelksibilitas dalam pelmbelrian kiswah agar tidak melmbelratkan suami, 

teltapi teltap melmelnuhi kelbutuhan istri delngan layak. 

2. Maskanah 

Maskanah atau telmpat tinggal juga melrupakan nafkah wajib yang harus 

diseldiakan olelh suami untuk istrinya.215 Hal ini selsuai delngan firman Allah dalam 

Q.S. al-Thalaq/65: 6. Ayat ini melnelgaskan bahwa suami wajib melnye ldiakan telmpat 

tinggal yang layak bagi istrinya, selsuai delngan kelmampuannya. Namun, jika suatu 

adat melneltapkan bahwa belsaran mahar harus melnjadi standar dalam melnelntukan 

telmpat tinggal istri, maka hal ini dapat melnimbulkan keltidakadilan. Suami yang 

melmbelrikan mahar belsar mungkin dipaksa untuk melnye ldiakan rumah yang melwah 

melskipun di luar kelmampuannya, selmelntara suami delngan mahar kelcil bisa saja 

melmbelrikan telmpat tinggal yang kurang layak delngan dalih nilai maharnya relndah. 

Konselp dalam Islam tidak melmbatasi suami dalam melnelntukan standar 

telmpat tinggal belrdasarkan jumlah mahar, mellainkan belrdasarkan kondisi 

finansialnya yang selsungguhnya. Olelh karelna itu, aturan adat yang 

melnghubungkan mahar delngan maskanah bisa melnjadi belban elkonomi bagi suami 

dan melnimbulkan elkspelktasi yang tidak relalistis bagi istri. 

Jika ditellaah lelbih lanjut konselp mahar selbagai patokan nafkah ini nampak 

melrupakan bagian dari pelrjanjian pelrkawinan yang dilangsungkan selbellum akad 

pelrnikahan. Pasalnya antara calon suami dan calon istri belrselpakat bahwa jumlah 

nafkah pelrhari yang dibelrikan belrdasarkan jumlah mahar yang ditelntukan pada saat 

akad nikah. Selcara hukum, pelrjanjian pelrkawinan melmungkinkan pasangan untuk 

                                                           
215Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 78. 
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melnye lpakati hak-hak elkonomi dalam pelrnikahan, telrmasuk kelwajiban nafkah. 

Belrdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Pelrkawinan, pelrjanjian ini dapat 

dibuat selbellum atau saat akad nikah belrlangsung dan melncakup aspelk-aspelk yang 

tidak belrtelntangan delngan hukum, agama, dan kelsusilaan. 

Konselp mahar yang dijadikan patokan nafkah harian suami kelpada istri 

selbelnarnya dapat dianggap selbagai suatu belntuk kelselpakatan tidak telrtulis dalam 

pelrjanjian pelrkawinan adat. Artinya, masyarakat seltelmpat tellah melmiliki 

melkanismel selndiri dalam melnelntukan standar nafkah, melskipun tidak dituangkan 

selcara formal dalam belntuk telrtulis selbagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Pelrkawinan dan KHI. 

Melmang tidak ada aturan yang selcara elksplisit melnyatakan bahwa mahar 

harus melnjadi patokan nafkah. Namun, dalam kontelks pelrjanjian pelrkawinan: 

1. Jika pasangan selpakat bahwa jumlah nafkah harus melngikuti belsaran 

mahar, maka hal ini dapat dikatelgorikan selbagai pelrjanjian yang belrsifat 

melngikat (pacta sunt selrvanda), sellama tidak melrugikan salah satu pihak. 

2. Jika tidak ada kelselpakatan telrtulis, maka keltelntuan adat yang melneltapkan 

mahar selbagai patokan nafkah lelbih belrsifat norma sosial yang belrkelmbang 

dalam masyarakat, bukan norma hukum yang melngikat selcara formal. 

Melnurut hukum nasional, pelrjanjian pelrkawinan harus dicatat selcara relsmi 

agar melmiliki kelkuatan hukum. Hal ini ditelgaskan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang melnyatakan bahwa pelrjanjian 

pelrkawinan dapat dibuat selbellum, saat, atau seltellah pelrnikahan belrlangsung. 

Delngan adanya putusan ini, pasangan suami istri di Indonelsia melmiliki flelksibilitas 
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lelbih dalam melnelntukan hak dan kelwajiban melrelka dalam pelrnikahan, telrmasuk 

pelngaturan telrkait nafkah dan mahar. Pelncatatan relsmi melnjadi syarat pelnting agar 

pelrjanjian pelrkawinan dapat melmiliki kelkuatan melngikat selcara hukum, selhingga 

jika telrjadi selngkelta di kelmudian hari, pelrjanjian telrselbut dapat dijadikan selbagai 

dasar pelnye llelsaian di pelngadilan. 

Kaitannya delngan hukum adat, masyarakat selring kali melnelrapkan 

pelrjanjian-pelrjanjian dalam pelrnikahan selcara tidak telrtulis, selpelrti adat yang 

melnjadikan mahar selbagai patokan nafkah harian. Melskipun aturan adat ini 

melmiliki sifat melngikat dalam komunitasnya, namun dalam pelrspelktif hukum 

nasional, kelbelrlakuannya melnjadi lelmah jika tidak didukung olelh pelncatatan relsmi. 

Artinya, jika telrjadi pelrsellisihan melngelnai belsaran nafkah yang harus dibelrikan 

suami belrdasarkan mahar, pihak yang melrasa dirugikan akan melngalami kelsulitan 

dalam melmbuktikan kelselpakatan telrselbut di hadapan hukum nelgara. Olelh karelna 

itu, pelnting bagi masyarakat yang ingin melnjadikan aturan adat ini selbagai 

pelrjanjian yang melmiliki kelkuatan hukum untuk melnuangkannya dalam dokumeln 

telrtulis dan melncatatkannya selcara relsmi di kantor pelncatatan pelrkawinan. 

Lelbih lanjut, pelncatatan pelrjanjian pelrkawinan juga melmiliki manfaat 

dalam melmbelrikan kelpastian hukum bagi keldua bellah pihak. Delngan adanya 

dokumeln telrtulis yang diakui olelh nelgara, hak-hak istri dalam melmpelrolelh nafkah 

dapat lelbih telrjamin, selmelntara suami juga dapat telrhindar dari potelnsi tuntutan 

yang tidak selsuai delngan kelselpakatan awal. Sellain itu, pelncatatan relsmi juga 

melmastikan bahwa pelrjanjian telrselbut tidak belrtelntangan delngan prinsip-prinsip 
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hukum nasional maupun hukum Islam, selpelrti asas keladilan dan kelmaslahatan 

dalam rumah tangga. 

Hanya saja pada praktiknya, pelncatatan pelrjanjian pelrkawinan masih bellum 

melnjadi kelbiasaan umum dalam masyarakat, telrutama di daelrah yang masih kuat 

melmelgang tradisi hukum adat. Banyak pasangan yang melnikah tanpa melmbuat 

pelrjanjian telrtulis, selhingga jika telrjadi keltidakselpakatan melngelnai hak dan 

kelwajiban dalam pelrnikahan, pelnyellelsaiannya lelbih banyak belrgantung pada 

kelputusan tokoh adat atau kelluarga belsar. Hal ini melnunjukkan bahwa masih 

dipelrlukan eldukasi dan sosialisasi melngelnai pelntingnya pelncatatan pelrjanjian 

pelrkawinan, khususnya dalam aspelk yang belrkaitan delngan kelwajiban nafkah dan 

pelrlindungan hak-hak dalam pelrnikahan. 

Pelrjanjian melngelnai mahar selbagai patokan nafkah dalam pelrnikahan dapat 

masuk dalam katelgori pelrjanjian pelrkawinan yang dimaksud dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), asalkan tidak mellanggar batasan agama. Dalam Pasal 45 KHI, 

diselbutkan bahwa “Keldua calon melmpellai dapat melngadakan pelrjanjian 

pelrkawinan dalam belntuk: 1. Taklik talak dan 2. Pelrjanjian lain yang tidak 

belrtelntangan delngan hukum Islam.” Pasal ini melnunjukkan bahwa pelrjanjian 

pelrkawinan yang dibuat olelh pasangan dapat melmiliki kelkuatan hukum jika dibuat 

selcara telrtulis dan dicatatkan. Sellain itu, Pasal 2 KHI juga melnelgaskan bahwa 

hukum pelrkawinan dalam Islam harus belrlandaskan prinsip-prinsip agama Islam, 

telrmasuk dalam pelrjanjian yang dibuat olelh pasangan. 
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Pelrjanjian yang melngatur bahwa belsaran nafkah suami harus melngikuti 

belsaran mahar yang dibelrikan dapat dianggap selbagai belntuk kelselpakatan sah 

antara suami dan istri (akad syar’i) sellama melmelnuhi syarat selbagai belrikut: 

1. Tidak Belrtelntangan delngan Hukum Islam 

Dalam Islam, suami wajib melmbelrikan nafkah yang layak selsuai delngan 

kelmampuannya, bukan selmata-mata belrdasarkan nominal mahar. Hal ini selsuai 

delngan firman Allah dalam Q.S. al-Thalaq/65: 7 yang melnyatakan bahwa nafkah 

harus dibelrikan selsuai delngan kelmampuan suami. Jika pelrjanjian ini melnye lbabkan 

keltidakadilan atau melmbelbani salah satu pihak selcara tidak wajar, maka bisa 

dianggap belrtelntangan delngan prinsip keladilan dalam Islam. 

2. Dilakukan Selcara Suka Rella (Ridha) 

Dalam Islam, pelrjanjian yang dibuat antara suami dan istri harus didasarkan 

pada kelrellaan keldua bellah pihak tanpa adanya paksaan. Jika pelrjanjian ini dibuat 

delngan kelselpakatan belrsama dan tidak melrugikan salah satu pihak, maka dapat 

dianggap sah dalam hukum Islam. 

3. Tidak Melnghilangkan Hak dan Kelwajiban Dasar dalam Pelrkawinan 

Pelrjanjian ini tidak bolelh belrtelntangan delngan kelwajiban nafkah dalam 

Islam yang belrsifat flelksibell dan diselsuaikan delngan kondisi elkonomi. Jika 

pelrjanjian telrselbut justru melmbelbani suami mellelbihi kelmampuannya, maka dapat 

dianggap belrtelntangan delngan maqashid syariah (tujuan utama syariat), yaitu 

melnjaga kelmaslahatan rumah tangga. 

Dalam tinjauan maslahah (kelmaslahatan), konselp melnghubungkan belsaran 

nafkah delngan jumlah mahar dapat dikaji dari selgi manfaat dan potelnsi mudaratnya 
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bagi rumah tangga selrta kelselimbangan sosial. Prinsip maslahah dalam hukum 

Islam belrtujuan untuk melwujudkan kelseljahtelraan umat dan melncelgah kelmudaratan 

selbagaimana kaidah fikih belrikut: 

دِّ  دَرْءُ  مٌ  الْمَفَاسِّ  216الْمَصَالِّحِّ  جَلْبِّ  عَلَى مُقَدَّ
 

Jika dilihat dari sisi maslahah mursalah, aturan adat ini melmbelrikan 

kelpastian elkonomi bagi istri dan melnjamin tanggung jawab suami dalam melnafkahi 

rumah tangga. Delngan adanya standar yang diatur olelh adat, selorang istri tidak 

pelrlu khawatir melngelnai keljellasan nafkahnya seltellah melnikah. Sellain itu, aturan 

ini juga melnciptakan stabilitas sosial karelna masyarakat melmiliki parameltelr yang 

jellas dalam kelhidupan pelrnikahan, selhingga dapat melncelgah pelrsellisihan antara 

suami dan istri telrkait kelwajiban nafkah. 

Dari sisi potelnsi mafsadah (kelrugian), aturan ini dapat melnjadi belban bagi 

suami, telrutama bagi melrelka yang melngalami kelsulitan elkonomi. Jika jumlah 

mahar yang tinggi melnjadi patokan wajib untuk nafkah harian, hal ini bisa 

melnciptakan telkanan finansial dan belrujung pada kelsulitan rumah tangga. Sellain 

itu, konselp ini juga dapat melndorong standar sosial yang kaku, di mana calon 

pelngantin pria melrasa telrbelbani untuk melmbelrikan mahar tinggi agar tidak 

dianggap kurang mampu, padahal dalam Islam, mahar selharusnya tidak melnjadi 

belban yang belrlelbihan bagi pihak laki-laki. 

Abdul Wahab Khallaf melnjellaskan bahwa para ulama ushul melnjellaskan 

bahwa mashlahah belrsifat umum karelna kelmaslahatan dalam syariat tidak 

                                                           
216Muhammad Utsman Syabir, Al-Qawa’id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah 

(Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164. 
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melmbuat hukum baru, jika tidak ada dalil yang melnunjukkan kelmaslahatannya 

maka tidak dianggap.217 Keltika melngaitkan adat mahar selbagai patokan nafkah, 

justru tidak akan telrcipta kelmaslahatan umum, melngingat tujuan dari adanya adat 

kelbiasaan ini hanya untuk melmbelrikan kelmaslahatan kelpada istri, dan tidak 

melnjamin kelmaslahatan suami.  

Dalam kaidah fiqhiyah, telrdapat prinsip al-masyaqqah tajlibut taisir 

(kelsulitan melndatangkan kelmudahan), yang belrarti hukum selharusnya tidak 

melnimbulkan belban yang melmbelratkan.218 Olelh karelna itu, melskipun aturan adat 

ini dapat ditelrima selbagai belntuk maslahah, pelnelrapannya harus belrsifat flelksibell 

dan melnyelsuaikan delngan kondisi masing-masing pasangan. Jika aturan ini justru 

melnciptakan keltidakadilan atau melnyulitkan suami dalam melnjalankan 

kelwajibannya, maka dipelrlukan relvisi atau pelnyelsuaian agar teltap seljalan delngan 

prinsip maqashid syariah dalam melmbangun kelluarga yang harmonis dan 

seljahtelra. 

                                                           
217Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110. 
218Muhammad Sa’id Ramadhan Buti, Dhawabith alMashlahah Fi al-Syari’ah al-islamiyah 

(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), h. 23. 


